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ABSTRAK

Dalam perjanjian jual beli, jika harpa barmng sudah dibavar lunas berarti
perjanjian jual beli sudah terlaksana. Namun apabila setelah dibavar lunas pembeli
tiak mengambil barang vang telah dibeli. maka techadap barang tersebut lerjadi
perjanjian jual beli dengan sistem penitipan antara penjual dan pembeli, Salah satunya
adalah perjanjian jual beli bensin dengan sistem penitipan. Peganjian jual beli ini
dilakukan sceara lisan dimana svarat-syarat dalam pedanjian tersebut dilakukan sceara
lisan pula, dan para pihak yang terkait di dalam perjanjian tersebut telah berjanji akan
melaksanakan peganjian tersebut sebagaimana mestinva. Permasalahan utama yvang
dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah cara pembelian bensin
dengan sistem penitipan, apakah dampak atau akibat tedadi kenaikan harga hahan
bakar minyak terhadap harga bensin vang dititipkan, bapaimana bentuk tangpung jawab
yang akan dilakukan oleh pihak SPBU terhadap peganjian yang telah discpakati.
Penelitian ini bersifut deskriptif dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu
sualy metode pendekatan masalah dengan melibat bagaimana ketentuan-ketentuan vang
ada di dalam undang-undang dan menghubungkannya pada pelaksanaan di lapangan,
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam perjanjian jual heli bensin
dengan sistem penitipan, bensin yang dibeli oleh pelanggan dibavar lunas kemudian
dititipkan pada SPBU yang bersangkutan. Kemudian bensin aksn diambil secara
bertahap dengan menggunakan bon pengambilan. Pihak SPRU mempunvai kewsajiban
mengembalikan titipan bensin pelanggannya secara utuh. Sehubungan dengan adanya
kenaikan bahan bakar minyak, maka pihak SFBU memberlakukan harga haru terhadap
bensin yang dititipkan oleh pelanggan, Pasal 1694 KU HPerdata memberikan pengertian
penitipan adalah tefjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dar orang lain
dengan syarat ia akan menyimpannya dan mengembalikannyva dalam wujud asal,
Berdasarkan pasal tersebut dimana pada perjanjian jual beli bensin dengan sistem
penitipan pibak SPBU tidak melaksanakan hal tersebut sebagaimana mestinya. Dengan
bertambahnya biaya atau dengan pengurangan volume bensin maka dengan demikian
pelanggan merasa dirugikan. Dengan kerugian tersebut pelanggan mengajukan
keberatan kepada pihak SPBU namun dilakukan secara lisan, karena pelanggan tidak
mempunyal dasar yang kuat untuk mengajukan keberatan secara terlulis mengingat
perjanjian dilakukan secara lisan.



BAB I

PENDAHULTIAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah merupekan nepara vang sedang herkembang vang mana
pembangunan di segala bideng sedang  ditingkatkan. Dalam rangka usaba
pembangunan  ini maka  sumber dava alam harus  dimanfaakan untok
menmgkatkan kesejahteraan bangsa, schingga seharusnyalah difindungi, dikelola
dengan cara tepat, teraral don bijaksana. Sumber-sumber ini merupakan suatu
madal  dasar  pembangunan vang  harus  digrzhkan kepada  terwujudnva
kesejehieraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bideng kehidupan
herhangsa dan bernegara. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi,

Salah satu hasil dari kekayaan alam adalzsh minvak bumi, vang dapat
diolah menjedi bahan bakar bensin, Bahwasanys minvak dan pas bumi tesebut
merupakan sumber daya alam tidak terbarukan dan mempunysi perznan penting
dalam  perekonomian  nasional  sehingga  pengelolaannya  harus dapat
dimaksimalkan demi memherikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyar. Oleh
karena ite, bensin sangat besar sekali kegunaannya dalam kehidupan sebari-hard,
karena sebagian hesar kendaraan baik ity kendaraan roda empat maupun
kendaraan roda dua menpgunakan bensin,

Untuk memenuhi kebutuhan akan bensin, pembeliannya dapat dilakukan

di Stasiun Pengisian Bahen Bakar Umum (SPBU). vang mana konsumennva



berasal dari segala lapisan masverskat, beik untuk kendpreaan milik  pribad
maupun kendaraan dinas, Namun ada pembelian juga dapat dilakukan di pem
lzin, misalnva toko-toko kecil vang menvediakan bensin untuk dipakai oleh
masyarakat.

Pada pembelian vang dilskukan di Stasiun Pengisian Bahen Bakar Umum
iSPBUY, cara yang dilakukan olch konsumen berbede-beda, Ada vang melakukan
pembelion secara tunai dan ada yang dengan sistemn langganan. Yane melakikan
pembelian dengan sistem langpanan hissanya adalah perusahagn swasta, dan
instansi pemerintah.

Untuk pembelizn vang dilakukan dengan sistem langganan atau penitipan
ini, pembayarannya adalah dengan pembayaran lunas atau tunal dimuka, dimana
bensin yang dibeli tersebur tidak diambil secara sekaligus tetapi dititipkan terfebil
dahule pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBLY) dimana mereka
berlangganan. Kemudian Pelangpan tersebut akan mengambil bensin vang telak
dibelinya sedikit demi sedikit sesuaf denpan keperfuannya.

Bagi masyarakat yang melakekan pembelian dengan sistem penitipan ini
disebut juga denpan Pelangean. Pelanggan dalam hal ini adalah konsumen khir,
vaitu pemakai. pengguna, pernan barung dan‘aton jasa untuk memenuhi
kebutuhan diri sendiri atau rumah tangganva dengan tujusn tdak  untuk
memperdagangkan kembali, !

Pihak perusshaan dan instansi pemerinteh melakukan pembelian dengan

sistem penitipan ini adalah disehabkan umuk kelancaran kegiatannya dan karcna

' Mariam Badrulzansan, Fompilast Hukem Perifaran PT, Citea aditys baked, 2000, hal, 28



mereka juga tidak memiliki wmpat untuk penyimpanan beasin vang telal dibeli
tielm Jumlah yang cukup banyak, Disamping itu, pihak Stasiun Pengision Bahan
Bakar Umum (SPBL} juga telah menyatakan kesanggupannva entek menerims,
menjaga dan mengembalikan titipan bensin tersebut kepada pelanggannya,

Hal ini bisa dilihat dari pengertian dari sistem penitipian ity sendiri yong
terdapal dalam Pasal 1694 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

“Penitipan adalah terjadi, apabila seorang mencrima sesuatu harang dari
seorang  laim,  dengan  svarat  bahwa  ia  akan  menyimpan  dan
mengembalikannya dalam wjud asal™, -

Apahila pembelian bahan bakar bensin dilakukan secara Junss atay tunai
dimuka, sedangkan pada kemudian hari pada saat pengambilannyva bahan bakar
bensin ferschut mengalami kenaikan harga, hal apa vang akan dilskukan oleh
pibiak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPRL),

Perspalan  ini merupakan hal yeng menarik unuk  dibshas secarn
mendalam, karena masyarakat perlu mengetshui apa vang menjadi hak-hak
mercka yang timbul dalam suatu perjanjian vang felah mereka sepakati bersama
dan apa yang menjadi kewajiban mercka dalam melaksanakan perjanjian tersebur,
Berdasarkan  hal-hal yang telsh diuraikan di atas, maka sangat menarik untuk
diteliti dan dituangkan dalam sa bentk karva ilmiah atau skripsi dengan
mengambil judul: *PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI BENSIN
DENGAN  SISTEM PENITIPAN ANTARA PEMILIK  STASIUN

PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBLU} DENGAN FELANGGAN DI

KOTA PADANG™,

‘R Subekll. Anekafirianiion, Citm Aditya Bakt, Randung, 1993, hal 107,



BAR IV

PENUTUPAN

A, Kesimpulan
Drari uraian-uraian  pada bab di atas, maka Penulis menarik kesimpulan-
kesimpulan sebapar berikut

L. Perjanjian jual beh bensin dengan sistem penitipan dilakukan secara lisan
dimana segala Ketentuan disepakati pada ssat pelanggan datang untuk
membeli bensin dengan cara berlangeanan. Kemudian pembelian dilekukan
dengan cara berlangganan dimana scielzh dibeli bensin tersebut kemudian
dititipkan pada Stasiun Pengrisian Behan Bakar Umuom (SPB) dan untuk
selanjutnva  akan  diambil secara bertahap.  Kemudian  pihak SPHEL
menyalakan  kesanpgupannya  untuk  menedma  dan menjaga sera
mengembalikan titipan hensin pelanggannyva dalam wejud semula tanpa
adany'a pengurangan vilume hensin atau penambahan harga.

2. Sehubungan dengan adanya kenaikan barga baban bakar minyak dimana
harga hensin dinyatakan naik, maka pihak SPRL) juga mengenakan harga
baru terhadap bensin vang dititipkan pelangpan, yang mana berakibat
volume bensin yang akan diambil oleh pelanggan berkurang, atau pihak
pelanggan akan membavar lebih untuk bensin yang dititipkannya. Dengan
berkurangnya volume bensin atau dengan tambahan harga yang diterima

oleh pelanggan, maka pada hal ini pelanggan telah dirugikan oleh pihak

il



il

SPBUL mamun pelanggan tidak menuntut pemenohan prestasi pihak SPGU
kitrenas perjan)ian vang dilakukan adalah secara lisan,

Tangegung jawab pibak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPELD
adalah mengembalikan setiap jumlah liter hensin yang telah ditiipkan aleh
pelanggan, meskipun bahan bakor bensin tersebut tidak diambil sekalious

melainkan diambil secara herangsur-angsor.
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Dalam suatu perjanjian sebaiknys pihak pelanggan melakukannya secara
tertulis, meskipun vang menjodi objek dari perjanjian tersebut adalah bahan
bakar bensin, agar dapat menjodi alat bukti vang sah jika tedadi suatue

perselisihan.

. Pihak SPBU hendaknya mengetahui seluk beluk dalam perjanjian, bahwa

perjanjian yang telah dibuat merupaken undang-undang bagi mereka vang
membuatnya. Denpan mengenakan harga barn pada bensin yang telah

dibeli oleh pelanggan jelas mengakibatkan pelanpgan tersebut dingikan,

. Dalam  melaksanakan tanggunp-jawabnya. pihak SPBIJ berkewajiban

mengembalikan sepenubnya bensin vang telab dibeli oleh pelanggan. Dan
Juga pihak SPBUT dapet meminta biaya atau upah entuk menjaga bensin

yang dititipkan kepadanya.
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